
NOTULENSI 

PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024 

 

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

 
 

1. PETUGAS PERSIDANGAN 

Desk   : 02 

Provinsi  : Kalimantan Tengah 

Pimpinan Sidang 1  : Muhammad Roudo, ST., MPP., Ph.D 

Pimpinan Sidang 2 : Priyanto Rohmatullah, SE., MA 

Notulis Aplikasi : Septi Mooi Cahyani 

Notulis Offline: Vindyantika Ayu Nurlita 

Pembahas  :  

 

Pemerintah Daerah Kementerian/Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 

1. Bappedalitbang Provinsi Kalimantan 
Tengah 

2. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan 
Tengah 

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 
Ruang Provinsi Kalimantan Tengah 

4. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi 
Kalimantan Tengah 

5. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman 
dan Pertanahan Provinsi Kalimantan 
Tengah 

 

1. Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat 

2. Kementerian Pertanian 

3. Kementerian Perhubungan 

4. Kementerian Kesehatan 

5. Kementerian Ketenagakerjaan 

6. Kementerian Kelautan dan Perikanan 

7. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN 

1. Direktorat Kelautan dan Perikanan 

2. Direktorat Perumahan dan Kawasan 

Permukiman 

3. Direktorat Sumber Daya Air 

4. Direktorat Transportasi 

5. Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat 

6. Direktorat Ketenagakerjaan 

7. Direktorat Pangan dan Pertanian 

8. Direktorat Tata Ruang, Pertahanan, dan 

Penanggulangan Bencana 
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2. KESEPAKATAN DAN CATATAN PERSIDANGAN 

No Usulan 
Volume 

Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga 
Hasil 

Kesepakatan Usulan Kesepakatan 

1 11 

Pembangunan 

Jembatan 

Timbang 

Simpang Runtu 

di Kabupaten 

Kotawaringin 

Barat 

1 1 Lokasi  
6201 Kabupaten 

Kotawaringin Barat 
Kementerian Perhubungan 

Diakomodir 

dengan catatan 

untuk segera 

melengkapi RC. 

 

Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional 

02 Transformasi Ekonomi 
01 Pendapatan Per Kapita Setara Negara 
Maju 

04 Iptek, Inovasi dan Produktivitas 
Ekonomi 

Program Kegiatan KRO RO 

Program Infrastruktur 

Konektivitas 

Keselamatan dan Keamanan 

Transportasi Darat 

Prasarana Bidang Konektivi tas 

Darat 

Revi talisasi UPPKB (Prioritas 

Nas ional) 

Catatan dan Tanggapan 

Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 

Bappedalitbang Provinsi Kalimantan 
Tengah: 

- RC sudah dilengkapi  

 
Dinas Perhubungan Prov: 
- Dari sisi persyaratan sudah lengkap 

(FS dan desain) dan sudah direview 

ulang oleh Ditjen Perhubungan 

Darat 

- Status lahan milik Dinas 

Perhubungan Prov Kalteng dan siap 

Kementerian Perhubungan: 
- RC sudah lengkap tetapi FS belum 

dilengkapi sampai sekarang. 

- Aset lahan masih milik 

perseorangan 

- Usulan ini sudah masuk ke alokasi 

kebutuhan untuk tahun 2025.  

- Usulan untuk pembangunan ini 

sudah masuk usulan kebutuhan, 

namun Pemda perlu kriteria yang 

Dit. Transportasi: 
- Dit. Transportasi Bappenas 

mendukung, namun harus tetap 

melengkapi RC dari usulan 

tersebut.  

- Kemenhub bisa RC kriteria 

dilengkapi  

- Jalan Akses sudah dilengkapi? 

(Jawab: Sudah) 

- RC harap dilengkapi segera agar 

dapat diprogres 
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dihibahkan ke Ditjen Perhubungan 

Darat (masih dalam rangka 

penandatanganan) hanya sempat 

miskom saja. Tahun ini untuk 

masalah tanah bisa diselesaikan 

(dalam proses penandatanganan). 

- AMDALALIN sudah selesai  

- Dokumen DLH yang 

diselenggarakan/disusun oleh 

Direktorat Sarana Prasarana belum 

lengkap, sehingga belum mungkin 

terpenuhi di tahun 2025. Kegiatan 

tersebut belum lelang. 

- Sudah milik ditjen perhubungan 

- Dan siap ditindak lanjuti oleh ditjen 

perhubungan darat setelah 

musrenbangnas 

 

masih belum cukup pada FS, FS 

masih tahun 2019. 

- DED juga belum diketahui 

lokasinya di mana, DED sudah 

review atau belum? Aset lahan 

perlu dilakukan pembebasan lahan 

dulu dan dihibahkan ke Kemenhub. 

- Berupa relokasi dari yang sudah 

ada atau baru? (Baru, di Simpang 

Runtu).  

- Data atau dokumen kesesuaian 

(AMDALALIN) sudah ada atau 

belum? 

- Proses serah terima tanah untuk 

segera diselesaikan 

- Dari Kementerian juga harus pro 

aktif dalam serah terima tanah.  

- Meskipun belum sempat lelang 

sesuai apa yang disampaikan, tapi 

selama dilengkapi RC nya tetap 

dapat diakomodir 

No Usulan 
Volume 

Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga 
Hasil 

Kesepakatan Usulan Kesepakatan 

2 21 Pembangun 

Instalasi 

Pengolahan Air 

Bersih (IPA) 

Kapasitas 50 

ltr/detik Kota 

Muara Teweh 

1 1 Lokasi  Kota Muara Teweh Kementerian PUPR 
Diakomodir, 

selama RC 

sudah lengkap 

dan dokumen 

lain 

memenuhi. 

Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional 

01 Transformasi Sosial 
02 Kemiskinan Menuju Nol Persen dan 

Menurunnya Ketimpangan 
01 Kesehatan untuk Semua 

Program Kegiatan KRO RO 
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Catatan dan Tanggapan 

Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 

Bappedalitbang Provinsi Kalimantan 
Tengah: 
- RC usulan ini sudah lengkap 

- Diperlukan oleh masyarakat Barito 

Utara, sehingga diharapkan 

diakomodir. 

- Yang tersedia masih 91 l/s, ingin 

dinaikkan 50 lagi. 

- Kesiapan lembaga dan kesiapan 

lahan sudah ada, studi kelayakan, 

RISPAM (Rencana Induk SPAM), izin 

pemanfaatan air baku juga sudah 

ada. 

- Sudah ada surat pernyataan dari 

daerah 

- Usulan baru ini menambah 

kapasitas saja, dari yang sudah ada 

(mengoptimalisasi) 

 
 

 

Kementerian PUPR: 
BPIW: 

- Existing sekarang di  SPAM Muara 

Teweh 130 l/s  

- Karena sudah adanya existing ini, 

usulan dari pemerintah provinsi ini 

berupa mengoptimalisasi yang ada 

atau membangun baru? (jawab: 

hanya menambah debit, tidak 

membangun yang baru) 

- Apakah sudah dibahas dengan 

BPIW? (jawab: sudah). 

 

Dit. Perumahan dan Kawasan 
Permukiman: 
- Sudah menyambung semua rumah 

atau ada sisa (idle capacity)? Jika 

masih sisa direkomendasikan untuk 

menambah jaringan SR dahulu 

sampai dengan keseluruhan dapat 

dimanfaatkan, kemudian baru 

ditingkatkan kapasitasnya lagi  

- Dari sisi air beku sudah tidak ada 

masalah? (jawab: tidak ada 

masalah) 

 

 

No Usulan 
Volume 

Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga 
Hasil 

Kesepakatan Usulan Kesepakatan 
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3 20 Perluasan 

Tanaman Kopi 

Robusta 

100 

Sesuai pagu yang 

tersedia dari 

Kementan 

Ha 
6207 Kabupaten 

Lamandau 
Kementerian Pertanian 

Diakomodir 

dengan 

memperbarui 

nomenklaturR

O menjadi 

Kawasan Kopi, 

karena belum 

ada RO Kopi 

Robusta. 

Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional 

02 Transformasi Ekonomi 
01 Pendapatan Per Kapita Setara Negara 
Maju 

04 Iptek, Inovasi dan Produktivitas 
Ekonomi 

Program Kegiatan KRO RO 

Program Ketersediaan, Akses 

dan Konsumsi Pangan 
Berkualitas 

Perl indungan dan Penyediaan 
Lahan 

Prasarana Pengembangan 
Kawasan 

Lahan Pertanian Pangan 
Produkti f 

Catatan dan Tanggapan 

Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 

Bappedalitbang Provinsi Kalimantan 

Tengah: 
-  

Kementerian Pertanian: 

- Saat ini Kementan belum memiliki 

RO usulan berupa RO Tanaman 

Kopi Robusta. RO yang tersedia 

adalah RO Kawasan Kopi. 

- Rekomendasi dari Kementan, 

usulan ini dimasukkan ke RO 

Kawasan Kopi saja dan pilih salah 

satu komponen RO Kawasan Kopi 

tersebut, antara lain: Robusta, 

Liberica, atau Arabica. 

- Informasi mengenai lokasi dari 

usulan ini juga harap dilengkapi 

sebelum pembahasan TM di 

Kementan. 

Dit. Pangan dan Pertanian: 

- Belum ada RO Kopi jenis Robusta, 

adanya RO Kawasan Kopi. 

- RO Kawasan Kopi (bukan RO Kopi 

Robusta) ini ada untuk Kab. 

Lamandau.  

- Perlu disesuaikan lagi lokusnya. 
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- Proposalnya perlu diperjelas 

pembahasan lokasinya. 

No Usulan 
Volume 

Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga 
Hasil 

Kesepakatan Usulan Kesepakatan 

4 

19 

Pembangunan 

Bangunan 

Pengaman 

Pantai di Desa 

Sebuai Timur 

Kecamatan 

Kumai 

Kabupaten 

Kotawaringin 

Barat 

1 1 Lokasi  
6201 Kabupaten 

Kotawaringin Barat 
Kementerian PUPR 

Diakomodir, 

dengan catatan 

tahun 2025 ini 

melengkapi RC 

(DED dan 

AMDAL), serta 

menyatukan 

ketiga usulan 

yang serupa 

mejadi 1 (satu) 

usulan 

Pembangunan 

Pengaman 

Pantai.  

Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional 

02 Transformasi Ekonomi 
01 Pendapatan Per Kapita Setara Negara 
Maju 

04 Iptek, Inovasi dan Produktivitas 
Ekonomi 

Program Kegiatan KRO RO 

Program Ketahanan Sumber 

Daya Air 

Pengendalian Banjir, Lahar, 
Pengelolaan Drainase Utama 

Perkotaan, dan Pengaman 
Panta i 

Prasarana Jaringan Sumber 

Daya Air 

Prasarana pengaman pantai 

yang dibangun 

Catatan dan Tanggapan 

Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 

Bappedalitbang Provinsi Kalimantan 

Tengah: 
-  

 

Dinas PU Daerah: 
- Panjang garis 1960 m 

Kementerian PUPR: 

Dit. SDA: 
- Kawasan usulan sudah sesuai dan 

ini usulan yang merupakan 

kewenangan pusat. 

Dit. Sumber Daya Air: 

- Terkait RC yang belum lengkap 

- Pada saat Rakortek terdapat 

catatan, spabila jika RC sudah 

lengkap, maka 3 (tiga) kegiatan ini 

didorong untuk menjadi satu 
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- Pembangunan 1400 m, sehingga 

masih kurang 500 meter dan 

kawasan ini cukup merusak bibir 

pantai, sehingga beberapa rumah 

juga tergerus 

- Untuk usulan yang dijadikan satu, 

dinas PU daerah setuju 

dikarenakan berada di satu 

kecamatan 

- RC nya akan dilengkapi di tahun 

2025 berupa dokumen AMDAL 

saja. 

- DED sudah tersedia 

- AMDAL belum dapat diselesaikan 

atau belum dapat dipastikan dapat 

selesai di tahun 2024, karena tahun 

2024 AMDAL usulan ini belum 

terprogramkan. 

- AMDAL disusun oleh BWS 

Kalimantan Tengah. 

 

usulan saja (usulan Pembangunan 

Bangunan Pengaman Pantai) 

- Usulan ini berupa Kewenangan 

pusa, termasuk WS Jelai, dan 

AMDALnya dilengkapi di tahun 

2025 

- RC disusun oleh pusat (PUPR) jika 

memang sudah disetujui di 

Rakortek, karena ini juga 

wewenang pusat 

- Unit diubah menjadi Kilometer. 

No Usulan 
Volume 

Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga 
Hasil 

Kesepakatan Usulan Kesepakatan 

5 18 Pelatihan 
Berbasis 
Kompetensi di 
Seluruh BLK 
yang Ada di 
Kalimantan 
Tengah 

1600 1600 Orang 
62 Provinsi 

Kalimantan Tengah 

Kementerian 

Ketenagakerjaan 
Diakomodir, 

namun 

alokasinya 

tetap 

menyesuaikan 

anggaran yang 

tersedia dan 

untuk training 

need analysis 

yang belum 

lengkap bisa 

dilengkapi lagi. 

Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional 

01 Transformasi Sosial 
01 Pendapatan Per Kapita Setara Negara 
Maju 

02 Pendidikan Berkualitas yang Merata 

Program Kegiatan KRO RO 

Program Pendidikan dan 
Pelatihan Vokasi 

Pengembangan Standarisasi, 

Kompetensi Kerja dan 

Pelabuhan Kerja 

Norma, Standart, Prosedur dan 
Kri teria 

Standar Kompetensi Kerja 
(SKK) yang di tetapkan 

Catatan dan Tanggapan 

Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 
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Bappedalitbang Provinsi Kalimantan 
Tengah: 

- Hal-hal yang diminta sudah ada di 

rincian aplikasi, seperti usulannya 

untuk 1600 orang, jenis usulannya 

seperti apa, sudah ada semua. 

Kementerian Ketenagakerjaan: 
- Usulan dapat diakomodir dengan 

menyesuaikan anggaran yang 

tersedia 

- UPTD Kalimantan Tengah ini   

merupakan UPTD binaan dari 

BBPVP Bekasi, sehingga 

koordinasinya mohon dilakukan 

bersama dengan BBPVP tersebut. 

- Perlu menyertakan kebutuhan 

pelatihan dan kejuruannya mau 

apa saja, dll (training need 

analysis).   

Dit. Tenaga Kerja: 
- Sesuai dengan hasil  pembahasan 

Rakortekrenbang, dan usulan ini 

termasuk usulan yang diakomodir. 

- Usulan ini masih dapat 

diakomodasi, namun tetap 

disesuaikan dengan ketersediaan 

sumber daya Kemnaker. 

- Jenis pelatihan harap diberikan, 

berapa kebutuhan yang 

diperlukan untuk melatih, 

sehingga Ditnaker dapat dilakukan 

exercise. 

No Usulan 
Volume 

Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga 
Hasil 

Kesepakatan Usulan Kesepakatan 

6 17 Pengadaan 

Tanaman Benih 

Pangan 

Bersertifikat: 

Padi (45.000 ha) 

dan Jagung 

(30.000 ha) 

75000 

Sesuai pagu yang 

tersedia dari 

Kementan 

Ha 
62 Provinsi 

Kalimantan Tengah 
Kementerian Pertanian Diakomodir, 

dengan catatan 

memilih 

prioritas RO 

dari 2 (dua) RO 

yang diusulkan, 

mengirimkan 

e-proposal, 

dan 

melengkapi RC. 

Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional 

02 Transformasi Ekonomi 
01 Pendapatan Per Kapita Setara Negara 
Maju 

04 Iptek, Inovasi dan Produktivitas 
Ekonomi 

Program Kegiatan KRO RO 

Program Ketersediaan, Akses 

dan Konsumsi Pangan 

Berkualitas 

Pengelolaan Produksi Tanaman 

Serealia Tanaman Pangan 

Sarana Pengembangan 

Kawasan 
Kawasan Padi 



NOTULENSI 

PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024 

 

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

 

Catatan dan Tanggapan 

Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 

Bappedalitbang Provinsi Kalimantan 

Tengah: 
- Usulannya memang ada dua, jika 

diminta fokus 1 RO, maka akan 

dipilih padi, dan lokusnya sesuai 

dengan lokus yang diusulkan 

sebagai kawasan food estate 

- Lokus dari usulan ini adalah di 

Kawasan food estate (Kabupaten 

Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau), 

Kabupaten Katingan, dan 

Kabupaten Kotawaringin Timur. 

Kementerian Pertanian: 

- Dari daerah dapat memilih 1 RO 

saja. Jika sudah dipilih prioritas RO 

nya, harap segera dikirim e-

proposal, melengkapi RC, RAB, dan 

lain-lain sebelum 13 Mei 2024. 

- Untuk pagunya akan tetap 

menyesuaikan yang tersedia dan 

akan dibahas dalam TM. 

Dit. Pangan dan Pertanian: 

- Pada usulan kali ini, perlu 

dikonfirmasi prioritasnya padi atau 

jagung, dikarenakan Kementan 

membedakan 2 (dua) kawasan RO 

tersebut.  

- Apabila dicek lebih lanjut, 

Kalimantan Tengah sudah masuk 

lokpri dari RO kawasan padi dan RO 

area penyaluran benih padi. 

Sedangkan, untuk jagungnya, sudah 

masuk RO area penyaluran benih 

jagung. 

- Alokasi dan penyesuaiannya akan 

dibahas bersama dengan Kementan. 

- Dalam renja akan dicek apakah 

masuk RO padi atau RO jagung. 

 

No Usulan 
Volume 

Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga 
Hasil 

Kesepakatan Usulan Kesepakatan 

7 16 Rintisan 

Penerbitasn 

STDB Kelapa Sait 43540 

Sesuai pagu yang 

tersedia dari 

Kementan 

STDB 

6201 Kab. 

Kotawaringin Barat, 

6202 Kab. 

Kotawaringin 

Timur, 6207 Kab. 

Kementerian Pertanian 

Diakomodir 

dengan 

melengkapi RC 

usulan dan e-

proposal untuk 
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Lamandau, 6208 

Kab. Seruyan, 6209 

Kabupaten 

Katingan 

memperkuat 

usulan dalam 

penilaian 

Kementan. 

Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional 

02 Transformasi Ekonomi 
01 Pendapatan Per Kapita Setara Negara 

Maju 

19 Regulasi dan Tata Kelola yang 

Berintegritas dan Adaptif 

Program Kegiatan KRO RO 

Program Ni lai Tambah dan 

Daya Saing Industri 

Pasca Panen, Pengolahan 

(Hi lirisasi) dan Pemasaran Hasil 
Perkebunan 

Standarisasi Produk 
Surat Tanda Budidaya (STDB) 

Sawit Rakyat 

Catatan dan Tanggapan 

Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 

Bappedalitbang Provinsi Kalimantan 
Tengah: 

- Usulan ini sudah masuk di alokasi 

Kementan, namun di proposalnya 

belum terlihat. 

- Untuk geotagging-nya masih akan 

dicek ulang dan dilengkapi. 

Bentuknya akan berupa sebaran di 

level kabupaten dikarenakan 

kawasannya akan diadakan di l ima 

kabupaten. 

- Nantinya juga akan ada proposal 

dari kelompok tani untuk 

mendukung usulan kegiatan kali ini. 

Kementerian Pertanian: 
Biro Perencanaan: 

- Untuk e-proposal diharapkan untuk 

segera dikirimkan sebelum 

penerimaan ditutup pada tanggal 

13 Mei 2024. 

- Apabila e-proposal telah 

dikirimkan, selanjutnya akan 

diadakan penilaian lebih lanjut 

pada tanggal 20 Mei 2024. 

- Berdasarkan komoditasnya, saat ini 

hanya ada anggaran STDB untuk 

kopi, cacao, dan karet. 

Dit. Pangan dan Pertanian: 
- Usulan ini sudah 

direkomendasikan dalam Rakortek 

- Perlu dicek ulang kelengkapan RC, 

CPCL, dan geotagging. Kalau 

sudah lengkap RC dan geotagging-

nya, dicek apakah sudah benar 

atau tidak, bentuknya masih 

berupa titik, sehingga dapat dicek 

ulang. 

- Lokus  yang diusulkan sudah 

masuk lokus Kementan 2025. 

Namun, volume disesuaikan 
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- E-proposal belum ada yang 

diberikan ke Kementan (hal ini 

diarahkan oleh Bappenas untuk 

dipercepat atau mempertegas 

dukungan konkrit usulan 

pembangunan ini ke Kementan) 

 

- Pagu untuk pembangunan kali ini 

turun, sehingga Kementan belum 

dapat menentukan pembagian RO 

dan lokasi-lokasi yang tepat. 

- Pembagian RO tersebut akan 

dibahas dalam TM di minggu 

pertama di bulan Mei. 

alokasinya dengan pagu yang 

dimiliki oleh Kementan. 

- Untuk kelengkapan proposal 

dapat dicek oleh Kementerian 

Pertanian. 

- Perlu dilakukan pelengkapan e-

proposal segera agar dicek oleh 

kementan segera untuk 

mempertegas bentuk konkritnya 

seperti apa. 

- Penerbitan STDB kelapa sawit ini 

untuk kebun sawit masyarakat 

yang diharapkan dapat menjaga 

produktivitasnya lebih daripada 

perusahaan swasta. 

- Perlu dibahas data CPCL lengkap 

dengan geotagging-nya dalam RC 

dalam bentuk e-proposal  

- Usulan ini dapat diakomodir 

dengan catatan melengkapi 

proposal, dan alokasinya 

menyesuaikan pagu yang tersedia  

dari Kementan. 

 

No Usulan 
Volume 

Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga 
Hasil 

Kesepakatan Usulan Kesepakatan 

8 15 

Pengembangan 
9 0 Paket 

6206 Kabupaten 

Sukamara 

Kementerian Kelautan dan 

Perikanan 
Ditolak, tetapi 

direkomendasi
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Perikanan Budi 

Daya 

Berorientasi 

Ekspor dengan 

Komoditas 

Udang Melalui 

Modelling 

Budidaya 

Berbasis 

Kawasan 

Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional kan untuk RO 

benih dan 

kebutuhan 

excavator itu 

tetap diusulkan 

melalui 

proposal. 

02 Transformasi Ekonomi 
Pendapatan Per Kapita Setara Negara 

Maju 

04 Iptek, Inovasi dan Produktivitas 

Ekonomi 

Program Kegiatan KRO RO 

Program Ni lai Tambah dan 

Daya Saing Industri 

Pengolahan dan Bina Mutu 

Produk Kelautan dan 

Perikanan 

Bantuan Peralatan/Sarana Sarana Pengolahan Hasil KP 

Catatan dan Tanggapan 

Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 

Bappedalitbang Provinsi Kalimantan 

Tengah: 
- Masuk dalam program strategis 

yang dipilih oleh gubernur dan 

menjadi program andalan dari 

Kalimantan Tengah. 

- Belum ada anggaran untuk 

Excavator  

- Saat ini 80% pegawai  di food estate 

adalah pegawai lokal, sehingga 

dapat meningkatkan pendapatan 

masyrakat lokal.  

- Sudah melakukan DED 1.000 ha 

- Melihat kondisi yang tidak adanya 

RO pengembangan kawasan, agar 

tidak ditolak, karena tidak hanya 

berupa pengembangan kawasan, tp 

juga adanya indikasi kecil. 

Kementerian Kelautan dan Perikanan: 

- Di KKP tidak ada pembanguan RO 

ini dikarenakan anggarannya cukup 

besar. 

- Di KKP adanya cluster komoditas 

unggulan berbasis kawasan, namun 

dikarenakan membutuhkan dana 

besar, sehingga usulan ini ditolak 

dulu. 

- Rekomendasinya, KKP lebih dapat 

menerima jika RO-nya diganti 

dengan penyaluran benih ikan, air 

tawar atau payau atau air laut, 

udang atau kepiting ke masyarakat. 

 

Dit. Kelautan dan Perikanan: 

- Di KKP tidak ada kegiatan terkait 

Modelling budidaya berbasis cluster 

dikarenakan alokasinya cukup besar.  

- Kabupaten Sukamara sudah ada 

intervensi dari APBD, usulan 

excavator dapat dijadikan 

pertimbangan 

- Jika mengusulkan excavator, maka 

RO exciting-nya adalah sarana 

kawasan dan kesehatan ikan yang 

disalurkan ke masyarakat. Jadi ini 

saja yang diusulkan agar dapat 

diakomodir oleh KKP. 

- Apabila yang diperlukan adalah 

excavator maka, hal dapat dijadikan 

sebagai prioritas yang dijadikan 
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PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

 
 sebagai kegiatan peningkatan 

aktivitas tambak. 

 
Dit. Reg. 2: 

- Usulannya sebagai pengembangan 

kawasan yang dirincikan indikasi2 

yang memerlukan dukungan. 

- Jika memang secara kawasan 

belum ada RO nya, apakah 

dimungkinkan indikasi2 yang 

masih dapat direkomendasikan 

atau diintervensi di Sukamara, hal 

ini karena ada surat bupati 

langsung ke Menteri bappenas. 

No Usulan 
Volume 

Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga 
Hasil 

Kesepakatan Usulan Kesepakatan 

9 14 

Pengembangan 

Kampung 

Nelayan Modern 

3 0 Lokasi  

6202 Kab. 

Kotawaringin 

Timur, 6208 Kab. 

Seruyan 

Kementerian Kelautan dan 

Perikanan 

Ditolak, 

dengan catatan 

apabila masih 

ingin 

dilanjutkan, 

maka KKP 

mengusulkan 

agar 

mengirimkan 

proposal untuk 

Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional 

02 Transformasi Ekonomi 
01 Pendapatan Per Kapita Setara Negara 

Maju 

04 Iptek, Inovasi dan Produktivitas 

Ekonomi 

Program Kegiatan KRO RO 
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Program Ni lai Tambah dan 

Daya Saing Industri 

Pengolahan dan Bina Mutu 

Produk Kelautan dan 
Perikanan 

Bantuan Peralatan/Sarana Sarana Pengolahan Hasil KP 
mengajukan 

kebutuhan 

excavator. 

Catatan dan Tanggapan 

Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 

Bappedalitbang Provinsi Kalimantan 
Tengah: 

- Lokprinya sudah sesuai yaitu di 

Kotawaringin Timur dan Seruyan 

- Kelengkapan data dan dokumen 

sudah disiapkan 

- RC juga sudah lengkap 

 

 
 
Dinas Kelautan dan Perikanan Prov: 

- Sudah ada program sebelumnya 

di tahun 2023 yaitu KaLaJu 

- Mengikuti menjadi arahan dari 

pusat, jika dari KKP kesulitan 

anggaran maka tidak apa2 

- Harapan kami di tahun 2025, 

tetap diusulkan dengan proposal 

sebagai kampung perikanan di 

Desa Tanjung Putri, Kotawaringin 

Barat. 

Kementerian Kelautan dan Perikanan: 
Biro Perencanaan: 

- Tahun 2025 adalah masa transisi, 

anggaran cukup minimum, 

sehingga untuk KaLaMo benar-

benar dipilih 

- Kalau tetap ingin mengajukan 

KaLaMo, maka silakan 

mengirimkan proposal lengkap 

dengan informasi mengenai lokasi 

pengembangan, dan ketersediaan 

persetujuan dari masyarakat atas 

pembangunan yang dilakukan. 

- Sei Ijun Raya berupa pembangunan 

KaLaJu bukan KaLaMo (2023) 

- Untuk Tanjung Putri besok, harap 

dicek ketersediaan lahan dan listrik 

di kawasan yang diusulkan.  

Dit. Kelautan dan Perikanan: 
- Apa yang dimaksud dengan 

Kampung Nelayan Modern? Seperti 

apa cakupan pengembangan yang 

dilakukan? Hal ini menyangkut 

bahwa KKP sudah melakukan 

intervensi terhadap kampung 

nelayan modern di Sei Ijun Raya, 

apakah cakupannya sama seperti ini 

atau mau cakupan pengembangan 

seperti apa? 

- Dokumen RC KaLaMo di Krisna 

Selaras belum dapat diakses. Renja 

KKP untuk RO kampung nelayan 

modern ini belum ada, krn 

keterbatasan pagu yg diterima dr 

KKP dan masih menunggu arah 

pimpinan khususnya visi misi dari 

presiden terpilih. Apabila KKP bisa 

mengakomodir ini lebih bagus, 

namun ini belum bisa diakomodir. 

No Usulan Volume Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga 
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Usulan Kesepakatan 
Hasil 

Kesepakatan 

10 13 Pengadaan 

Alat Kesehatan 

Layanan KJSO 

dan KIA 

1 1 Paket 
6271 Kota 

Palangkaraya 
Kementerian Kesehatan 

Diakomodir 

dengan catatan 

tetap 

melengkapi 

FasKes seperti 

apa yang 

belum 

terpenuhi, dll 

sesuai dengan 

masukan dari 

Dit. KGM 

Bappenas. 

Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional 

03 Transformasi Tata Kelola 
04 Daya Saing Sumber Daya Manusia 
Meningkat 

01 Kesehatan untuk Semua 

Program Kegiatan KRO RO 

Program Pelayanan Kesehatan 
dan JKN 

Pembinaan Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan 

Sarana Bidang Kesehatan 

Pengadaan peralatan 

kesehatan dan pendukungnya 

untuk Rumah Sakit (SIHREN) 
(LR 

Catatan dan Tanggapan 

Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 

Bappedalitbang Provinsi Kalimantan 
Tengah: 
- Kegiatan pembangunan ini sudah 

cukup rasional, silakan dilanjutkan 

saja. 

Kementerian Kesehatan: 
- Kegiatan ini merupakan bagian dari 

pelayanan unggulan yang 

merupakan perencanaan di 

Kemenkes. 

- Masih dilanjutkan pembahasan 

multilateral meeting dengan 

Kemenkeu, Bappenas, dan 

Kemenkes jika dimasukkan ke 

dalam DAK. Saat ini MM tersebut 

masih membahas DAK fisik 

maupun non fisik. 

Dit. Kesehatan dan Gizi Masyarakat: 
- Usulan ini direkomendasikan 

- Kegiatan pembangunan ini juga 

akan diadakan di tahun 2024, 

sehingga perlu dikonfirmasi 

kembali FasKes seperti apa yang 

belum terpenuhi agar tidak ada 

yang double atau terduplikat di 

pembangunan tahun 2025.  

- Usulan ini diadakan untuk 

kegiatan di Rs. Dr. Doris Sylvanus, 

Kota Palangkaraya. 
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- Jika diadakan dengan DAK, maka 

perlu diadakan sidak, dan 

dimasukkan ke dalam proyek 

unggulan. Tapi seperti yang 

dikatakan oleh KGM, mengikuti 

usulan kali ini yang meninjau hasil 

pembahasan di Rakortekrenbang, 

maka termasuk program 

pembangunan APBN, bukan DAK. 

 

- Berdasarkan hasil pembahasan di 

Rakortek, usulan pembangunan ini 

masuk ke APBN bukan DAK. 

Usulan ini termasuk alokasi lokus 

Rakortekrenbang di tahun 2024. 

Regional 2: 

- Alokasi dana ke APBN atau DAK? 

(jawab Kemenkes: Kegiatan 

pembangunan ini jika dialokasikan 

ke DAK bisa dan menjadi layanan 

unggulan, karena di DAK ada menu 

untuk KIA tersebut). 

 

No Usulan 
Volume 

Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga 
Hasil 

Kesepakatan Usulan Kesepakatan 

11 12 

Pembangunan 

Bangunan 

Pengaman 

Pantai di Desa 

Teluk Bogam 

Kecamatan 

Kumai 

Kabupaten 

Kotawaringin 

Barat 

240  M 
6201 Kabupaten 

Kotawaringin Barat 
Kementerian PUPR 

Diakomodir, 

dengan catatan 

tahun 2025 ini 

melengkapi RC 

(DED dan 

AMDAL), serta 

menyatukan 

ketiga usulan 

yang serupa 

mejadi 1 (satu) 

usulan 

Pembangunan 

Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional 

02 Transformasi Ekonomi 
01 Pendapatan Per Kapita Setara Negara 
Maju 

04 Iptek, Inovasi dan Produktivitas 
Ekonomi 

Program Kegiatan KRO RO 

Program Ketahanan Sumber 

Daya Air 

Pengendalian Bajir, Lahar, 

Pengelolaan Drainase Utama 

Perkotaan, dan Pengaman 
Panta i 

Prasarana Jaringan Sumber 

Daya Air 

Prasarana pengaman pantai 

yang dibangun 

Catatan dan Tanggapan 
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Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas Pengaman 

Pantai. 
Bappedalitbang Provinsi Kalimantan 
Tengah: 

-  

 
Dinas PU Daerah: 

- Panjang garis 1960 m 

- Pembangunan 1400 m, sehingga 

masih kurang 500 meter dan 

kawasan ini cukup merusak bibir 

pantai, sehingga beberapa rumah 

juga tergerus 

- Untuk usulan yang dijadikan satu, 

dinas PU daerah setuju 

dikarenakan berada di satu 

kecamatan 

Kementerian PUPR: 
Dit. SDA: 
- Kawasan usulan sudah sesuai dan 

ini usulan yang merupakan 

kewenangan pusat. 

- RC nya akan dilengkapi di tahun 

2025 berupa dokumen AMDAL 

saja. 

- DED sudah tersedia 

- AMDAL belum dapat diselesaikan 

atau belum dapat dipastikan dapat 

selesai di tahun 2024, karena tahun 

2024 AMDAL usulan ini belum 

terprogramkan. 

- AMDAL disusun oleh BWS 

Kalimantan Tengah. 

 

Dit. Sumber Daya Air: 
- Terkait RC yang belum lengkap, 

jika sudah ada 3 kegiatan ini 

didorong untuk menjadi satu 

usulan saja (usulan Pembangunan 

Bangunan Pengaman Pantai) 

- Usulan ini berupa Kewenangan 

pusa, termasuk WS Jelai, dan 

AMDALnya dilengkapi di tahun 

2025 

- RC disusun oleh pusat (PUPR) jika 

memang sudah disetujui di 

Rakortek. 

- Unit diubah menjadi Kilometer. 

No Usulan 
Volume 

Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga 
Hasil 

Kesepakatan Usulan Kesepakatan 

12 03 

Pembangunan 

Rumah Susun 

Institut Agama 

Kristen Negeri 

(IAKN) Kel. 

Menteng, Kec. 

96 
Sesuai hasil TM 

dengan PUPR 
Unit 

6271 Kota 

Palangkaraya 
Kementerian PUPR 

Diakomodir 

dan hal-hal 

lainnya yang 

lebih detail 

akan dibahas 

pada TM. 

Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional 

05 Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi 
04 Daya Saing Sumber Daya Manusia 
Meningkat 

02 Pendidikan Berkualitas yang Merata 

Program Kegiatan KRO RO 
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Jekan Raya, 

Palangraya 

Program Perumahan dan 
Kawasan Permukiman 

Penyelenggaraan Permukiman 
dan Bangunan Gedung 

Prasarana Bidang Perumahan 
dan Pemukiman 

Pembangunan Baru Kawasan 
Permukiman 

Catatan dan Tanggapan 

Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 

Bappedalitbang Provinsi Kalimantan 

Tengah: 
-  

Kementerian PUPR: 

BPIW: 
- Sebelumnya, PUPR fokus pada 

pembangunan RuSun MBR dan 

ASN serta penuntasan RTLH, 

namun mulai tahun 2020, mulai 

adanya dukungan untuk 

pembangunan rusun di pesanten 

tetapi sifatnya direktif, sehingga 

usulan dari Daerah ini dapat 

menjadi prioritas selanjutnya. 

- Usulan ini masih bisa dijalankan 

(diakomodir), namun fokus 

pembangunan ini masih 

dipertimbangkan lebih lanjut 

dalam TM. 

 

Dit. Perumahan dan Kawasan 

Permukiman: 
- Usulan ini direkomendasikan 

seperti halnya pembangunan 

RuSun lainnya. 

- Pemerintah daerah sudah 

mempersiapkan mengenai 

kelembagaannya dan 

keberlanjutan pengelolaannya. 

- Lahan yang akan digunakan juga 

sudah siap (clear).  

- Untuk hal lainnya dilengkapi 

dalam TM untuk selanjutnya dapat 

diakomodir. 

 

No Usulan 
Volume 

Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga 
Hasil 

Kesepakatan Usulan Kesepakatan 

13 10 Percepatan 

Peningkatan 

Bandar Udara H. 

Asam Sampit 

1  Lokasi  
6202 Kabupaten 

Kotawaringin Timur 
Kementerian Perhubungan 

Diakomodir 

dengan 
Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional 
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Kabupaten 

Kotawaringin 

Timur di Provinsi 

Kalimantan 

Tengah 

02 Transformasi Ekonomi 
01 Pendapatan Per Kapita Setara Negara 
Maju 

04 Iptek, Inovasi dan Produktivitas 
Ekonomi 

memperbaiki 

tagging 

Program Kegiatan KRO RO 

Program Infrastruktur 
Konektivitas 

Pelayanan Transportasi Udara Pelayanan Publik Lainnya 
Angkutan Udara Perintis 
Penumpang 

Catatan dan Tanggapan 

Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 

Bappedalitbang Provinsi Kalimantan 
Tengah: 
-  

Kementerian Perhubungan: 
- Untuk usulan ukuran lokasi Sudah 

masuk dalam SBSN di tahun 2025 

 
 

 
 
 
  

Dit. Transportasi: 
- Usulan ini didukung oleh Dit. 

Transportasi Bappenas, namun 

untuk anggarannya akan dibahas 

lebih di TM 

- Taggingnya: AP supremasi hukum, 

PP pengendalian inflasi, KP 

pengendalian harga pangan 

bergejolak, dan ProP 

Pembangunan/Pengembangan 

Bandara 

- RO pemeliharaan rutin jalan 

nasional 

 

No Usulan 
Volume 

Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga 
Hasil 

Kesepakatan Usulan Kesepakatan 

14 09 Penanganan 

Jalan Nasional 
302.7 

Ruas yang akan 
ditangani akan 

dibahas dalam TM 

Kilometer 
62 Provinsi 

Kalimantan Tengah 
Kementerian PUPR Diakomodir, 

namun 
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Lintas Tengah 

Kalteng-Batas 

Kalbar (ruas 

Kuala Kurun-

Tewah-Tumbang 

Jutuh-Sp. 

Rabambang-

Tumbang 

Samba-Tumbang 

Hiran-Tumbang 

Sanamang-Batas 

Kalbar) 

Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional penanganan 

volume unit 

ruasnya sesuai 

dengan 

anggaran dan 

akan dilakukan 

secara 

bertahap 

(harapannya 

tetap 

progressif). 

02 Transformasi Ekonomi 
01 Pendapatan Per Kapita Setara Negara 

Maju 

04 Iptek, Inovasi dan Produktivitas 

Ekonomi 

Program Kegiatan KRO RO 

Program Infrastruktur 

Konektivitas 

Pelaksanaan Preservasi dan 

Peningkatan Kapasitas Jalan 

Nas ional 

Prasarana Bidang Konektivi tas 

Darat (Jalan) 

Pembangunan Ja lan Akses 

Simpul Transportasi (ProPN) 

Catatan dan Tanggapan 

Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 

Bappedalitbang Provinsi Kalimantan 

Tengah: 
- Berharap yang dikerjakan yang 

merupakan ruas jalan pada missing 

link 

- Serta ruas jalan 80 km yang belum 

tembus tersebut menjadi masalah 

sampai hari ini, karena belum 

pernah tembus atau belum ada 

progress apapun. 

Kementerian PUPR: 

BPIW: 
- Ruas jalan yang diusulkan begitu 

panjang, namun existing-nya sudah 

ada meskipun keadaannya 

beragam yaitu, belum beraspal, 

belum tembus sampai ke KalBar 

sepanjang 80 km, dll. 

- Hal ini juga sudah diusulkan di 

Musrenbang Prov, KalBar. 

- Sudah sesuai dengan arahan 

pengembangan jalan di Kalimantan 

dan sudah termasuk dari kegiatan 

wajib, namun pelaksanaannya 

tetap akan ditangani secara 

bertahap sesuai dengan anggaran 

yang ada. 

Dit. Transportasi: 

- Tagging-nya masih masuk ke 

transformasi ekonomi seharusnya 

masuk AP: supremasi hukum, PP: 

pengendalian inflasi, KP 

pengendalian harga pangan 

bergejolak, ProP reservasi jalan 

nasional 

- RO pemeliharaan rutin jalan 

nasional 

- Ada penanganan ruas jalan nasional 

untuk tahun 2025, yaitu di koridor 

Tumbang Samba-Simpang 

Rabambang. Sedangkan, untuk ruas 

jalan nasional lainnya yang belum 

ditangani, maka akan ditangani 

secara bertahap. 
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- Ruas yang mungkin akan ditangani 

akan dibahas dalam TM 

 

No Usulan 
Volume 

Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga 
Hasil 

Kesepakatan Usulan Kesepakatan 

15 08 Percepatan 

Peningkatan 

Bandar Udara 

Iskandar 

Pangkalan Bun 

Kabupaten 

Kotawaringin 

Barat di Provinsi 

Kalimantan 

Tengah 

1 1 Lokasi  
6201 Kabupaten 

Kotawaringin Barat 
Kementerian Perhubungan 

Diakomodir, 

namun 

nomenklatur 

disesuaikan 

dan prioritas 

kegiatan dari 

usulan ini akan 

dibahas lebih 

di TM 

Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional 

03 Transformasi Tata Kelola 
01 Pendapatan Per Kapita Setara Negara 
Maju 

08 Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan 
Ekonomi 

Program Kegiatan KRO RO 

Program Infrastruktur 
Konektivitas 

Pelayanan Transportasi Udara Pelayanan Publik Lainnya 
Angkutan Udara Perintis 
Penumpang 

Catatan dan Tanggapan 

Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 

Bappedalitbang Provinsi Kalimantan 
Tengah: 
- Sudah diusulkan dan RC lengkap 

- Harapan dari daerah dapat 

mendukung kawasan Taman 

Nasional Tanjung Puting.  

- Penambahan runaway dan 

terminal. 

Kementerian Perhubungan: 
- Kebutuhan/prioritas usulannya 

cukup di pemenuhan peralatan dan 

pengembangan keselamatan 

penerbangan 

- Untuk pagu indikatif belum 

dialokasikan, karena keterbatasan 

anggaran, sehingga ini tetap 

Dit. Transportasi: 
- Merupakan Bandara TNI, belum ada 

masterplan dari TNI, baru studi saja 

- Kepemilikan lahan masih TNI atau 

bagaimana? RTT nya belum ada 

pengesahan, baik RTT sisi udara 

maupun sisi darat.  
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- Dikarenakan pending di tahun 

2024, sehingga untuk tahun 2025 

harapannya dapat diantrikan di 

Kementerian Perhubungan. 

Meskipun bukan bentuk 

penambahan runaway, tapi dapat 

berupa programnya peningkatan 

keselamatan dan pengamanan 

lainnya. 

diakomodir sepanjang adanya 

anggaran untuk usulan ini.  

- Jika dari sisi terminal dan panjang 

runaway, dapat diakomodasikan 

 
Ditjen. Perhubungan Udara: 

- Di tahun 2024, Bandara yang sama 

sudah ada rekrontruksi runaway 

untuk keselamatan dan pengaman, 

sehingga existing-nya sekarang 

sebesar 2100x45, namun ini masih 

mengalami automatic adjustment 

(AA) pada tahun 2024, dan 

progressnya sudah 50%. 

 

- Rekomendasinya hanya pemenuhan 

konstruksi runway (pengaman dan 

peningkatan keselamatan saja). 

- Taggingnya: AP supremasi hukum, 

PP pengendalian inflasi Taggingnya 

masih masuk ke transformasi 

ekonomi seharusnya masuk AP: 

supremasi hukum, PP: pengendalian 

inflasi 

- KP: pengendalian harga pangan 

bergejolak 

- ProP: 

Pengembangan/Pembangunan 

Bandara 

- RO: pemeliharaan rutin jalan 

nasional. 

No Usulan 
Volume 

Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga 
Hasil 

Kesepakatan Usulan Kesepakatan 

16 07 

Pembangunan 

Bangunan 

Pengaman 

Pantai di Desa 

Keraya 

Kecamatan 

Kumai 

Kabupaten 

760 760 M 
6201 Kabupaten 

Kotawaringin Barat 
Kementerian PUPR Diakomodir, 

dengan catatan 

tahun 2025 ini 

melengkapi RC 

(DED dan 

AMDAL), serta 

menyatukan 

ketiga usulan 

yang serupa 

mejadi 1 (satu) 

Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional 

03 Transformasi Tata Kelola 
01 Pendapatan Per Kapita Setara Negara 

Maju 

17 Res iliensi Terhadap Bencana dan 

Perubahan Iklim 

Program Kegiatan KRO RO 

Program Ketahanan Sumber 

Daya Air 
Pengendalian Banjir, Lahar, 

Pengelolaan Drainase Utama 

Prasarana Jaringan Sumber 

Daya Air 

Prasarana Pengaman Pantai 

yang dibangun 
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Kotawaringin 

Barat 

Perkotaan, dan Pengaman 
Panta i 

usulan 

Pembangunan 

Pengaman 

Pantai. 
Catatan dan Tanggapan 

Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 

Bappedalitbang Provinsi Kalimantan 

Tengah: 
Dinas PU Daerah: 

- Panjang garis 1960 m 

- Pembangunan 1400 m, sehingga 

masih kurang 500 meter dan 

kawasan ini cukup merusak bibir 

pantai, sehingga beberapa rumah 

juga tergerus 

- Untuk usulan yang dijadikan satu, 

dinas PU daerah setuju 

dikarenakan berada di satu 

kecamatan 

Kementerian PUPR: 

Dit. SDA: 
- Kawasan usulan sudah sesuai dan 

ini usulan yang merupakan 

kewenangan pusat. 

- RC nya akan dilengkapi di tahun 

2025 berupa dokumen AMDAL 

saja. 

- DED sudah tersedia 

- AMDAL belum dapat diselesaikan 

atau belum dapat dipastikan dapat 

selesai di tahun 2024, karena tahun 

2024 AMDAL usulan ini belum 

terprogramkan. 

- AMDAL disusun oleh BWS 

Kalimantan Tengah. 

 

Dit. Sumber Daya Air: 

- Terkait RC yang belum lengkap, 

jika sudah ada 3 kegiatan ini 

didorong untuk menjadi satu 

usulan saja (usulan Pembangunan 

Bangunan Pengaman Pantai) 

- Usulan ini berupa Kewenangan 

pusa, termasuk WS Jelai, dan 

AMDALnya dilengkapi di tahun 

2025 

- RC disusun oleh pusat (PUPR) jika 

memang sudah disetujui di 

Rakortek. 

- Unit diubah menjadi Kilometer. 

No Usulan 
Volume 

Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga 
Hasil 

Kesepakatan Usulan Kesepakatan 

17 06 Rehabilitasi 

Sungai 

Lampuyang 

Besar dan 

8000 8000 Meter 
6202 Kabupaten 

Kotawaringin Timur 
Kementerian PUPR Diakomodir 

dengan 

memperbaiki 

nomenklatur 
Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional 
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Tanggul Banjir  

Kewenangan 

BWS Kalimantan 

II Sepanjang ± 

8000 meter 

03 Transformasi Tata Kelola 
01 Pendapatan Per Kapita Setara Negara 
Maju 

17 Res iliensi Terhadap Bencana dan 
Perubahan Iklim 

dan untuk 

tahun 2025 ini 

menyelesaikan 

desain dan 

DED-nya 

dahulu. 

Program Kegiatan KRO RO 

Program Ketahanan Sumber 

Daya Air 

Pengendalian Banjir, Lahar, 
Pengelolaan Drainase Utama 

Perkotaan, dan Pengaman 
Panta i 

Prasarana Jaringan Sumber 

Daya Air 

Dra inase Utama Pengendalian 

Banjir Kota Sampit yang 
dibangun (Tahap II) 

Catatan dan Tanggapan 

Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 

Bappedalitbang Provinsi Kalimantan 
Tengah: 

- RC, laporan, dan proposal sudah 

lengkap 

- Salah satu tujuannya adalah untuk 

pengendalian banjir. 

- Diajukan usulan ini untuk 

mendukung pengembangan food 

estate di Kalimantan Tengah. 

- Di Lampuyang ini juga sudah 

dibangun RMU untuk pabrik 

beras, diharapkan produksi 

beras/padi ini tidak keluar dari 

Kalimantan Tengah, sehingga 

dapat menurunkan inflasi . 

 

Dinas PUPR Daerah: 
- DI Rawa Lampuyang dibagi 

menjadi 2, Lampuyang kecil 

Kementerian PUPR: 
SDA PUPR: 
- Geotagging wilayah Sampit 2023 

dari beda dengan yang usulan 

sekarang 

- Untuk Lampuyang ini juga dibahas 

di KonReg, namun versi RC belum 

tersedia 

- Dokumen kelengkapan yang ada 

masih berupa proposal, desain 

belum ada. Dalam proposalnya 

masih berupa “perlindungan 

daerah irigasi”. 

- Jika daerah irigasi yang dimaksud 

termasuk daerah irigasi Rawa 

Lampuyang maka ini DI wewenang 

provinsi. 

- Apakah usulan ini dimungkinkan 

didukung oleh DAK?  

Dit. Sumber Daya Air : 
- Tagging Kota Sampit ini pernah 

dilakukan di 2023 (3500 m), dan 

apakah usulan skrg merupakan 

usulan baru? Apakah melanjutkan 

ini atau bagaimana? 

- Satuannya kilometer, bukan meter 
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merupakan kewenangan provinsi, 

Lampuyang besar kewenangan 

pusat. Lampuyang Besar yang 

luasnya lebih dari 3000, inilah 

yang diajukan sebagai usulan, dan 

ini merupakan kawasan tani 

dengan sawah padi yang 

melimpah (lumbung padi), jika ini 

terkena musibah banjir, pangan 

akan terhambat.  

- Pada tahun 2021-2022 banjir 

berturut-turut sehingga 3 tahun 

lebih tidak dapat dimanfaatkan 

sebagai lahan tani. Oleh karena 

itu, harapannya kawasan ini dapat 

diperhatikan dan disetujui. Agar 

lumbung padi di kawasan food 

estate mendapatkan dukungan 

- Terdapat usulan dari masyarakat 

juga mengenai lahan yg tidak 

digarap yang sudah tumbuh hutan 

(lahan termasuk dilarang untuk 

dibakar), untuk dapat alih fungsi 

lahan di sana menjadi kebun sawit 

masyarakat, bukan menjadi lahan 

sawah padi. Sehingga kawasan 

Lampuyang besar ini diharapkan 

dapat diakomodir untuk 

mempertahankan lumbung padi. 

- Ini kewenangan pusat, sehingga 

belum diusulkan, daerah ada 

- Desain untuk usulan ini masih 

belum siap. 

- Desain dapat dibuat oleh PUPR jika 

ini akhirnya menjadi prioritas serta 

adanya ketersediaan anggaran, 

karena ini merupakan kewenangan 

pusat. 

- Satuan ditulis dengan kilometer, 

bukan meter 

- Geotagging-nya perlu dicek ulang 

dan perlu survei. 
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desain di sekitar pinggiran, 

sehingga dapat digunakan desain 

tersebut karena tidak banyak 

berubah. 

 

No Usulan 
Volume 

Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga 
Hasil 

Kesepakatan Usulan Kesepakatan 

18 05 TORA Lintas 

Daerah 

243000 

Rakortek: 

Diperoleh  10.000 

Bidang, namun 

penajaman lokasi 

perlu diadakan .  

Ha 
62 Provinsi 

Kalimantan Tengah 
Kementerian ATR/BPN 

Diakomodir 

dengan 

penyesuaian 

nomenklatur 

dan volume 

unit. 

Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional 

01 Transformasi Sosial 
01 Pendapatan Per Kapita Setara Negara 
Maju 

03 Perl indungan Sosial yang Adaptif 

Program Kegiatan KRO RO 

Program Pengelolaan dan 
Pelayanan Pertanahan 

Penanganan Akses Reforma 
Agraria (Access Reform) 

Fas ilitas dan Pembinaan 
Keluarga 

Fas ilitas Pendampingan Usaha 
Akses Reforma Agraria 

Catatan dan Tanggapan 

Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 
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Bappedalitbang Provinsi Kalimantan 
Tengah: 

- Daerah berharap usulan ini dapat 

diakomodir untuk tahun 2025 

- Bisa dalam bentuk redistribusi 

tanah, daerah dapat menerima 

rekomendasi ini dikarenakan 

pemikiran orang daerah yang 

mementingkan hak mereka 

mempunyai hak milik tanah. 

Kementerian ATR/BPN: 
- Sesuai apa yang Bappenas 

sampaikan. 

- Usulan kali ini merupakan usulan 

lintas sektor, sehingga perlu 

pembahasan dengan KL lain. 

- Perlu diperjelas lagi calon subjek 

dan objeknya. 

- Nomenklatur RO -nya berupa 

redistribusi tanah.  

Dit. TRPPB: 
- Usulan ini dapat diakomodir, 

dalam bentuk redistribusi tanah. 

- SPPI pagu indikatifnya berkurang, 

sehingga kemungkinan besar 

volume unit usulannya yang 

sebanyak 10.000 bidang dapat 

berkurang.  

- Belum dilakukan TM, namun tetap 

dijaga akan tetap dilaksanakan, 

dan mungkin akan terjadi 

pengurangan dari jumlah bidang 

redistribusi tanah yang 

ditargetkan, sehingga dalam TM 

nanti diperlukan fiksasi volume 

unit.  

 

No Usulan 
Volume 

Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga 
Hasil 

Kesepakatan Usulan Kesepakatan 

19 04 

Pembangunan 

Rumah Susun 

Universitas 

Muhammadiyah 

Palangka Raya, 

Kec. Sebangau, 

Kel. Kereng 

Bangkirai, Kota 

Palangka Raya 

96 96 Unit 
6271 Kota 

Palangkaraya 
Kementerian PUPR 

Diakomodir 

dengan 

memperhatika

n kapasitas 

fiskal 

(anggaran yang 

dialokasikan) 

Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional 

01 Transformasi Sosial 
04 Daya Saing Sumber Daya Manusia 

Meningkat 
02 Pendidikan Berkualitas yang Merata 

Program Kegiatan KRO RO 

Program Perumahan dan 

Kawasan Permukiman 

Penyelenggaraan Permukinan 

dan Bangunan Gedung 

Prasarana Bidang Perumahan 

dan Pemukiman 

Pembangunan Baru Kawasan 

Permukiman 
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Catatan dan Tanggapan 

Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 

Bappedalitbang Provinsi Kalimantan 

Tengah: 
- RC sudah lengkap 

 
Dinperkim Prov. Kalimantan Tengah: 

- Sudah diserahterimakan 

- Pada tahun 2021, sudah pernah 

ada RuSun, dan itu RuSun untuk 

mahasiswa putri, pengembangan 

yang baru ini untuk mahasiswa 

putra. Mengingat kampus ini 

memiliki asrama putra dan putri 

dipisah, sehingga diharapkan 

untuk usulan ini dapat dipenuhi  

Kementerian PUPR: 

BPIW: 
- Rekomendasi untuk usulan ini, 

harusnya usulan pembangunan 

rumah susun untuk MBR dan 

RuSun ASN saja, namun jika 

usulannya ini memiliki goals di 

bidang pendidikan, maka perlu 

dicek kembali mengenai 

pembangunan RuSun di lembaga 

pendidikan yang sama perlu dicek 

lagi untuk pembangunan RuSun di 

tahun 2021. 

- Catatan mengatakan bahwa Rusun 

untuk pendidikan sudah ada sejak 

2021 di sekolah Muhammadiyah 

yang sama dan ini sudah selesai 

100%, sehingga usulannya dapat di 

lokasi pendidikan yang lain saja. 

- Usulan berupa ‘pengembangan’ 

atau ‘dioptimalisasi’ dapat 

dilakukan selama belum 

dipindahtangankan dari pihak 

PUPR (belum diserahterima ke 

pihak kurikulum/masih dibangun) 

Dit. Perumahan dan Kawasan 

Permukiman : 
- Ditujukan untuk mahasiswa yang 

bersangkutan, penanganan dr 

Ditperkim memberikan hunian yg 

layak, RuSun yg prioritas itu untuk 

ASN dan MBR. 

- Diakomodir tapi memperhatikan 

kebutuhan fiskalnya di tahun 

2025, dengan catatan masih perlu 

dipersiapkan bisnis plan, 

kelembagaan pengelolaan dari 

rumah susun tersebut, dan 

memperhatikan kapasitas fiskal 

(anggaran yang diberikan).  

  
Dit. Regional 2: 
- Apakah bisa tetap diakomodir 

namun RO nya diubah menjadi 

“optimalisasi”? 

- Harapannya jika tidak ada hal yang 

menjadi sangkalan dalam kriteria 

usulan ini, usulan RuSun ini dapat 

tetap diakomodir. 

No Usulan Volume Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga 
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Usulan Kesepakatan 
Hasil 

Kesepakatan 

20 02 

Pembangunan 

Rumah Susun 

Ponpes Al-Wafa 

Palangka Raya, 

Kel. 

Kalampangan, 

Kec. Jekan Raya, 

Kota Palangka 

Raya 

96  Unit 
3271 Kota 

Palangkaraya 
Kementerian PUPR 

Ditolak. 

(Tidak dibahas 

lagi di dalam 

desk, 

kesepakatan 

mengikuti 

kesepakatan 

pada Rakortek) 

Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional 

05 Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi 
04 Daya Saing Sumber Daya Manusia 
Meningkat 

13 Beragama Maslahat dan 
Berkebudayaan Maju 

Program Kegiatan KRO RO 

Program Perumahan dan 
Kawasan Permukiman 

Penyelenggaraan Permukinan 
dan Bangunan Gedung 

Prasarana Bidang Perumahan 
dan Pemukiman 

Pembangunan Baru Kawasan 
Permukiman 

Catatan dan Tanggapan 

Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 

Bappedalitbang Provinsi Kalimantan 
Tengah: 

-  

Kementerian PUPR: 
-  

Dit: 
-  

No Usulan 
Volume 

Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga 
Hasil 

Kesepakatan Usulan Kesepakatan 

21 01 Peningkatan 

Kualitas 

Perumahan 

Swadaya (BSPS) 

di 14 Kab/Kota di 

Provinsi 

14359 
Sesuai 

kesepakatan di TM 
Unit 

62 Provinsi 

Kalimantan Tengah 
Kementerian PUPR Diakomodir 

namun tetap 

perlu 

mempertajam 

lokus usulan 

dan 

Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional 

05 Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi 
01 Pendapatan Per Kapita Setara Negara 

Maju 

14 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan 

Gender dan Masyarakat Inklusif 
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Kalimantan 

Tengah 

Program Kegiatan KRO RO penyesuaian 

volume unit. 
Program Perumahan dan 

Kawasan Permukiman 

Penyelenggaraan Permukinan 

dan Bangunan Gedung 

Prasarana Bidang Perumahan 

dan Pemukiman 

Pembangunan Baru Kawasan 

Permukiman 

Catatan dan Tanggapan 

Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 

Bappedalitbang Provinsi Kalimantan 
Tengah: 

- Dalam Rakortek sudah lengkap 

semua informasi dari usulan ini. 

- Mengingat jumlah unit yang 

cukup banyak, maka selain dana 

sharing dari APBD dan juga dana 

kabupaten/kota, Pemerintah 

Daerah juga mengharapkan 

adanya dana pendamping dari 

APBN. 

- Sedangkan, untuk nominal dana 

pendamping yang diharapkan itu 

sudah dibahas di Musren Prov, 

dan akan segera disusulkan.  

- Nanti akan disusulkan 

pembahasan mengenai hasil  

musren provinsi  

Kementerian PUPR: 
 BPIW: 

- Sudah terbahas juga bersama 

Provinsi Kalimantan Tengah, dan 

pemikiran sudah sejalan 

- Masih perlu memperjelas 

penajaman lokus dan volume unit 

dikarenakan akan ada exercise 

mengenai alokasi dana anggaran 

yang akan diberikan. 

Dit. Perumahan dan Kawasan 
Permukiman: 

- Usulan ini direkomendasikan 

tetapi harus tetap memenuhi 

catatan-catatan yang ada di 

Rakortek. 

- Perlu dilakukan penyesuaian 

jumlah unitnya dan penajaman 

lokus dari usulan ini. 

- Perlunya diperjelas penerima 

BNBA (by name by address) 

- Perlu adanya komitmen dana 

pendamping dari kegiatan yang 

dimaksud yaitu dari APBD Provinsi. 

- Perlu diakomodir namun dengan 

penyesuaian volume unit dan 

penajaman lokus. 

 

 

3. REKAPITULASI 
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HASIL KESEPAKATAN TOTAL USULAN BERDASARKAN HASIL KESEPAKATAN 

Diakomodir 18 

Ditolak 3 

Tidak Terbahas - 

 


